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ABSTRAK 
 
RIYANDI RUKMANA (B111 11 358), dengan judul “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan Sertifikat Tanah (Studi 
Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2013)”. Di bawah bimbingan 
Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan: mengetahui dan memahami faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah serta 
mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan aparat penegak hukum 
dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di kota 
Makassar. 
 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Kantor 
Pertanahan Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dan 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan mengambil data dan 
melakukan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang penulis 
angkat. Penulis mengambil data kepustakaan yang relevan yaitu literatur, 
buku-buku, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. 
 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Seseorang melakukan kejahatan 
pemalsuan sertifikat tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu a) 
Adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut; b) Merasa bahwa tanah 
itu miliknya; c) Untuk menggugurkan hak orang lain terhadap tanah 
tesebut; d) Ada kepentingan pribadi di dalamnya; e) Tingkat pendidikan 
yang rendah. f) Adanya kelemahan di BPN dalam hal proses administrasi. 
(2) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan pemalsuan 
sertifikat tanah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu, a) 
Sosalisasi tentang tanah yang dilakukan baik oleh kepolisisan melalui 
Binmas maupun yang dilakukan oleh BPN, b) Pihak kepolisian membentk 
unit khusus untuk menangani kasus-kasus pertanahan, c) BPN 
menggunakan barcode pada nomor seri sertifikat tanah sejak tahun 2014, 
d) Pihak kepolisian mengusut kasus yang terjadi sampai selesai sehingga 
pelaku dapat di hukum 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia, oleh karena jumlah penduduk yang tiap 
tahunnya semakin meningkat, maka semakin meningkat pula kebutuhan 
manusia akan tanah demi untuk melaksanakan pembangunan di segala 
bidang kehidupan, misalnya pembangunan di bidang perumahan, industri 
serta proyek-proyek pembangunan pemerintah lainnya. Semua itu tidak 
akan dapat terlaksana tanpa ditunjang dengan ketersediaan tanah yang 
cukup sebagai tempat untuk melaksanakan pembangunan tersebut. 
Jika melihat kegunaan tanah apalagi dalam pembangunan 
jangka panjang, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan 
meningkat baik itu sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan 
usaha. Untuk itu dibutuhkan dukungan berupa jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan yaitu perangkat hukum tertulis yang lengkap dan 
jelas. Selain itu juga diperlukan terselenggaranya pendaftaran tanah yang 
memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk membuktikan 
haknya atas tanah yang dikuasainya dan bagi para pihak yang 
berkepentingan seperti calon pembeli untuk memperoleh keterangan yang 
diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang 
akan dilakukan. 
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Untuk menjawab hal tersebut maka pemerintah mewujudkan 
harapan masyarakat dengan membentuk suatu peraturan pertanahan 
yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini 
menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Indonesia sehingga terjamin kepastian hukum 
dan kepastian hak dengan adanya sertifikat yang sah. Selain itu di dalam 
KUHP juga diatur tentang hukuman bagi siapa saja yang menbuat surat 
palsu. Dengan demikian diberikan kewenangan kepada pemegang hak 
atas tanah untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan 
peruntukannya. 
Untuk memperoleh sertifikat tanah, terlebih dahulu tanah 
didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten dengan 
menyertakan surat-surat kelengkapan kepengurusan. Untuk 
melaksanakan pendaftaran tanah biasanya seseorang didampingi oleh 
notaris agar pendaftar tidak keliru dalam mendaftarkan tanahnya. 
Pemerintah menganjurkan adanya pendaftaran tanah dengan tujuan 1 
yaitu: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan 
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan. kepastian hukum tersebut meliputi: 
                                                             
 
1
 http://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/ 
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a. Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang 
atau badan hukum). 
b. Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau 
disebut kepastian mengenai obyek hak. 
c. Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah 
yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang 
atau badan hukum. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah 
terdaftar. 
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.      
Dalam kenyataannya upaya pemerintah untuk mencegah 
terjadinya pemalsuan sertifikat tanah masih belum berhasil. Dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam 
bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya 
intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung 
sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya 
itu tampak dari luar seoalah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 
bertentangan dengan yang sebenarnya.2 
                                                             
 2http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2010/08/kejahatan-pemalsuan.pdf 
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Hal ini terbukti masih banyaknya tanah-tanah dari sekian 
luasnya tanah yang masih memiliki sertifikat ganda, khususnya di 
kotaMakassar. Tentunya hal ini yang menjadi pemicu adanya sengketa 
lahan. Biasanya diantara kedua sertifikat  ada yang palsu, dimana hal ini 
sukar untuk dibuktikan karena pembuatan sertifikat palsu ini dibuat oleh 
sindikat-sindikat atau mafia tanah dan tidak menutup kemungkinan ada 
pejabat-pejabat pemerintah yang ikut di dalamnya.  Hal inilah yang 
kemudian nantinya akan menimbulkan sengketa di pengadilan.3 
Pemalsuan tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek 
sosial, lingkungan, dan aspek lainnya. Khususnya pada aspek ekonomi 
dan persaingan usaha sehingga tidak menutup kemungkinan modus 
pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi 
pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Dari hasil pengamatan 
penulis di media cetak dan media elektronik hampir semua yang menjadi 
korban disini adalah pemilik asli yang biasanya hanya seorang warga 
biasa dengan golongan ekonomi menengah ke bawah. Sementara  pelaku 
pemalsuan pastinya sudah mempersiapkan segala hal untuk memperoleh 
tanah yang ia inginkan dan biasanya mereka dari golongan ekonomi 
menengah ke atas. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai kejahatan pemalsuan 
sertifikat tanah dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan 
                                                             
 3http://kassi2makassar.blogspot.com/2009/01/bukti-nyata-praktek-mafia-tanah.html 
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judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemalsuan 
Sertifikat Tanah (Studi Kasusdi Kota Makassar Tahun 2011-2013)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat dua 
rumusan masalah yaitu : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pemalsuan sertifikat tanah? 
2. Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang ada 
di Kota Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. 
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan aparat 
penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan 
sertifikat tanah di Kota Makassar. 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dapat melengkapi bahan-bahan kepustakaan tentang 
tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah, sehingga dapat dijadikan 
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refrensi dalam pembahasan-pembahasan ataupun penulisan-
penulisan tentang tindak pidana pemalsuan. 
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan aparat penegak 
hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam 
penanganan perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
Kriminologi merupakan salah satu mata kuliah dan cabang ilmu 
hukum pidana. Kriminologi mempunyai hubungan yang sangat erat 
dengan hukum pidana karena setiap hasil penyelidikan dari kriminologi 
dapat membantu hukum pidana dalam menangani kejahatan.  Bahkan 
penelitian dalam kriminologi dapat membantu pembuatan Undang-Undang 
(kriminalisasi) atau pencabutan Undang-Undang (dekriminalisasi) dalam 
hukum pidana. 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan. 4 Kriminologi merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama 
kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard ( 1830-1911), 
seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni 
kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. 5 
Kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas, 
dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat 
lepas dari pengaruh dan sudut pandang.Ada yang memandang 
                                                             
 
4
 Topo Santoso, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), Hal. 9. 
 
5
 A.S. Alam dan Amir Ilyas, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 
hlm. 1 
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kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat.6 
Berikut penulis kemukakan beberapa pandangan para sarjana 
terkemuka mengenai pengertian kriminologi : 
 Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa Criminology is the body of 
knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).7 
 Bonger menjelaskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.8 Melalui definisi 
ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang 
mencakup:9 
a. Antropologi kriminil : imu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
suatu bagian dari ilmu alam.  
b. Siosiologi kriminil : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana 
letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) 
dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan 
keliling physiknya. 
c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang 
dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, 
dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan 
(umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada 
hakim, bila dapat juga untuk menyusun Tipologi/golongan 
penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, 
sebagian juga termasuk dalam psychologi kriminil dimana 
penyelidikan psychology kriminil/ sosial mengenai repercussis 
yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup 
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yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa darri orang-orang lain 
dipengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta 
pengakuan seseorang.  
d. Psche dan Neure-pathologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.  
e. Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya 
hukuman sertaarti dan faedahnya.  
 
 Paul Mudigdo Mulyono menyatakan tidak sependapat dengan 
Sutherland, karena menurutnya definisi itu seakan-akan tidak 
memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai 
andil atas terjadinya suatu kejahatan. Untuk itu Paul memiliki definisi 
tersendiri tentang kriminologi yakni ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.10 
 J Constant mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab 
musabab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.11 
 WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.12 
 Wood mengartikan kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang 
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari 
masyarakat terutama perbuatan jahat.13 
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 Michael dan Alder mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan 
keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, 
lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh 
lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota 
masyarakat.14 
 Wolgang, Savitz, dan Johnston dalam “The Sociology of Crime and 
Deliqency”  memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan  serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya.15 
 Moeljatno mengemukakan bahwa kriminlogi adalah sebagai suatu 
istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan yang 
sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasi 
oleh seorang ahli saja.16 
 Wilhelm Saver mengatakan bahwa Kriminologi merupakan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang dilakkukan oleh individu dan 
bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi 
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ada dua, yaitu :1. Perbuatan individu (Tat Und Tater), 2.Perbuatan 
kejahatan. 17 
 Van bammelen mengatakan bahwa Kriminologi mempelajari interaksi 
yang ada anntara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan 
masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang 
kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena 
manusia adalah mahluk hidup.18 
 Menurut ahli U.S.A Thorsten Sellin, istilah criminology di U.S.A dipakai 
untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara 
penanggulanginya (treatment).19 
Berdasarkan beberapa pengertian kriminologi di atas maka 
penulis dapat menarik suatu pemikiranbahwakriminologi  adalah ilmu yang 
mempelajari pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang 
melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe–tipe 
penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan. Untuk itu kriminologi menjadi suatu bidang ilmu 
yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat 
dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan 
hukum pidana. 
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2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Dalam buku A.S. Alam20, ruang lingkup kriminologi meliputi tiga 
hal yaitu : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana  
(process of making laws) meliputi : 
1) Definisi kejahatan 
2) Unsur-unsur kejahatan 
3) Relativitas pengertian kejahatan 
4) Penggolongan kejahatan 
5) Statistik kejahatan 
b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori  
yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws),10 
Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (breaking of  
laws) meliputi : 
1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
2) Teori-teori kriminologi 
3) Berbagai perspektif kriminologi 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the  
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan  
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga  
reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya  
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pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang  
dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap  
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking  
laws) meliputi : 
1) Teori-teori penghukuman 
2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
3. Teori-Teori Kriminologi 
Ada berbagai pandangan mengenai teori-teori dalam 
kriminologi. Dalam buku Wahju Muljono 21 diterangkan secara lengkap 
mengenai teori-teori kriminologi yang akan diuraikan satu persatu sebagai 
berikut : 
1) Teori Kriminal yang Berpusat pada Keanehan dan Keabnormalan 
Pelaku (Teori-Teori Tipe Fisik)22 
Teori tipe ini berlandaskan pada pendapat umum bahwa 
terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. 
Seseorang bertingkah laku berbeda, karena ia memiliki struktur yang 
berbeda. Sesungguhnya bila diperhatikan, tingkah laku jahat seseorang 
merupakan cacat biologis dan inferioritas. Adapun yang termasuk ataupun 
teori ini antara lain : 
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a. Fifiognomi Theory 
Teori fisiognomi ini berlandaskan pada hubungan antara raut 
muka dengan kelakuan manusia. Adapun cirri-ciri yang kurang baik 
adalah : 
 Laki-laki tidak berkumis; 
 Perempuan berkumis; 
 Mata yang gelisah; dan seterusnya. 
Teori fisiognomi ini mendorong lahirnya frenologi theory. 
b. Frenologi Theory 
Teori ini berdasarkan pada otak yang merupakan alat ataupun 
organ pada akal. Teori mendalilkan bentuknya tengkorak sesuai dengan 
isinya, akal terdiri dari kecakapan-kecakapan dan fungsinya, dan 
kecakapan-kecakapan tersebut bersangkutan dengan bentuk otak dan 
tengkorak. Beberapa kecakapan yang dimiliki seseorang yaitu : 
 Cinta birahi;  
 Cinta keturunan 
 Keramahan; 
 Sifat perusak, dan sebagainya. 
Sedangkan kecakapan dapat digolongkan menjadi tiga: 
 Naluri-naluri aktif atau rendah; 
 Sentiment-sentimen moral; 
 Kecakapan-kecakapan intelektual. 
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Menurut teori frenologi ini kejahatan disebabkan oleh naluri-
naluri rendah seperti : 
 Cinta birahi; 
 Cinta keturunan 
 Sifat militant; 
 Sifat rahasia; dan sebagainya 
c. Antropologi Kriminal 
Teori mendasarkan bahwa penjahat merupakan inferior secara 
organis. Sementara kejahatan adalah hasil pengruh dari lingkungan 
terhadap organism manusia yang rendah tingkatannya. Bagi penjahat 
hanya dapat dilakukan melalui cara eliminasi mutlak atau penumpasan 
secara total pada orang-orang secara fisik, mental, dan moral. 
d. Teori Interioritas dan Teori Tipe Fisik 
Menurut Kretschemer-Sheldon, teori interioritas berlandaskan 
pada anggapan tentang adanya interioritas/cacat dasar yang telah 
diperkuat dengan pernyataan-pernyataan, bahwa macam-macam sifat 
yang dapat dilihat mencerminkan suatu kekurangan dengan mana orang 
dilahirkan di dunia ini, dan yang bersifat konstitusional. Teori tipe fisik 
berlandaskan pada tiga tipe : 
 Astenik; 
 Atletik; dan  
 Piknik 
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e. Teori Tipe Tes Mental dan Kelemahan Jiwa 
Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa penjahat adalah 
tipe orang-orang yang memiliki cap tertentu. 
f. Teori Kewarisan 
Teori ini berdasarkan pada pendapat orang tua yang berperilaku 
jahat akan diturunkan kepada anaknya. 
g. Teori Psikopati 
Teori ini berdasarkan pada pendapat bahwa kejahatan 
merupakan kelainan-kelainan dari pelakunya. 
2) Teori-Teori Yang Berpusat Kepada Pengaruh-Pengaruh Kelompok 
atau Kebudayaan23 
Ajaran teori ini dapat dilihat dari dua hal yaitu : 
a. Hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas. Teori ini 
berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan dapat terukur 
melalui statistik. 
b. Kejahatan sebagai tingkah laku yang dipelajari secara normal. 
Teori ini berlandaskan pada pendapat bahwa kejahatan 
merupakan tingkah laku yang dipelajari, seperti kegiatan manusia yang 
selalu mencerminkan sesuatu dari kepribadiannya dan dari kecakapan-
kecakapannya namun belawanan dengan hukum dan bertentangan 
dengan kesusilaan dalam masyarakat. 
Adapun yang tergolong dalam teori ini yaitu : 
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a. Interaksinisme Simbolik dan Pembelajaran Sosial 
 Pluralism of Selves (kemjemukan diri), teori ini berpendapat 
bahwa seseorang mempunyai rasa diri sosial, kesadaran diri 
dianggap bergantung pada berbagai reaksi dari berbagai 
individu. 
 The Looking Glass Self, teori ini berpendapat bahwa citra 
tentang penampilan kepada orang lain, citra terhadap 
penilainnya terhadap penampilan, dan beberapa macam 
perasaan diri (self feeling) seperti kebanggaan. 
 Definition of The Situation, berpendapat bahwa bila seseorang 
mendefinisikan situasi sebagai suatu kenyataan, maka akan 
nyata dalam akibatnya. 
 Interaksionisme Simbolik, berpendapat bahwa tingkah laku 
yang dimiliki oleh seseorang merupakan perwujudan dari 
tingkah laku masyarakat sekitarnya. 
 Aktualisasi Penyimpangan, berpendapat bahwa belajar menjadi 
penyimpang melibatkan suatu proses sosialisasi di mana 
instruksi rancangan pesetujuan, kebersamaan, perbincangan 
gaya hidup bahwa pelaku penyimpangan sendiri 
mutlakmendefinisikan berbagai hal biasa dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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b. Teori Labeling 
Teori berlandaskan bahwa kriminalitas adalah sebuah kata dan 
bukan perbuatan atau tindakan, kriminalitas didefinisikan secara sosial 
dan orang-orang kriminal dihasilkan secara sosial dalam suatu proses 
yang mendorong orang banyak memberikan cap pada kelompok 
minoritas, dimana dalam banyak hal bahkan mungkin mereka 
melaksanakan konsekuensi daripada labeling terebut. Akibatnya orang 
yang diberikan cap cacat mungkin tidak bisa berbuat lain daripada 
peranan yang telah diberikan kepadanya. 
c. Teori Kriminologi Dalam berbagai Perspektif Biologi dan 
Psikologi (tokoh-tokoh) 
 Auguste Comte (1798-1857) 
Auguste Comte membawa pegaruh penting bagi para tokoh 
mazhab positivis, menurutnya : 
”There could be not real knowledge of social phenomena 
unless it was based on a positivist” 
 
 Cesare Lambrosso 
Lambrosso menghubngkan positivism Comte dengan teori 
evolusi Darwin. Adapun ajaran inti dari teorinya menjelakan 
tentang penjahat-mewakili suatu tipe keanehan fisik yang 
berbeda dengan noncriminal. Ia mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili suatu bentuk kemrosotan yang 
termanivestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu 
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bentuk awal dari suatu evolusi. Torinya tentang born criminal 
menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih 
rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang 
mereka yang mirip kera dalam sifat bawaan dan watak 
didandingkan mereka yang buan penjahat.  
 Enrico Ferri 
Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijalankan melalui 
studi-studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor fisik 
dan faktor sosial. Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan 
dapat di kontrol dengan perubahan sosial. 
 Raffalea Garofalo 
Raffaela dalam teorinya mengatakan bahwa kejahatan-
kejahatan alamiah ditemukan di dalam seluruh masyarakat 
manusia, tidak peduli pandangan pembuat hukum dan tidak 
ada masyarakat yang beradab dapat mengabaikannya. 
 Charles Buchman Goring 
Goring menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan-
perbedaan signifikan antara penjahat non-penjahat kecuali 
dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati lebih 
kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuan ini sebagai 
penegasan dari hipotesisnya bahwa para penjahat secara 
biologis lebih inferior tetapi tidak menemukan satu pun tipe 
fisik penjahat. 
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3) Body Types Theorie24 
a. Ernst Kretchmer (1888-1964) 
Ernst mengidentifikasi empat tipe fisik yaitu : 
 Asthenic; 
 Athletic; 
 Pyknik; dan  
 Beberapa tipe campuran 
b. Ernest E. Hooten 
Hooten adalah seorang antropolog fisik, perhatiannya terhadap 
kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya 
yang membandingkan penghuni penjara di Amerika dengan 
suatu control group dari non criminal. 
c. William H. Sheldon 
Sheldon memformulasi sendiri-sendiri kelompok sama-totypes. 
Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat 
bawaanmesomorph cenderung leih dari orang lainnya untuk 
terlibat perilaku illegal. 
d. Sheldon Glueck 
Glueck melakukan studi komparatif antara laki-laki delinquent 
dengan non-delinquent. 
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4) Penjelasan Psikologi atas Kejahatan25 
a. Teori Psikologis 
Sigmunt Freud dalam teori ini menghubungkan delinquent dan 
perilaku kriminal denga suatu conscience yang baik yang begitu 
menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau conscience 
begitu lemah sehinnga tidak dapat mengontrol dorongan individu dan bagi 
kebutuhan yang harus segera dipenuhi. 
b. Moral Development Theory 
Lawrence Kohlberg seorang psikolog menemukan bahwa 
pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap, yaitu : 
 Precoventional Stage 
 Conventional Level 
 Postconventional 
Sedangkan John Bowlhy mengajukan Theory of Attachment, 
yang mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi lahir dan 
konsekuensi bila tidak mendapatkan hal tersebut.  
c. Social Learning Theory 
Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perilaku delinquent 
ini dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua 
perilaku non-delinquent. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung teori ini 
antara lain : 
 Albert Bandura 
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Ia berpendapat bahwa individu-individu yang mempelajari 
kekerasan dan agresi melaluisuatu behavioral modeling.  Anak 
belajar bertingkah laku melalui peniruan tngkah laku orang lain. 
 Gerard Peterson 
Ia menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman 
langsung. Gerard Peterson melihat bahwa anak-anak yang 
bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya 
tetapi terkadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi 
balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar 
membela diri dan akhirnya mereka mulai berkelahi.  
 Ernesnt Burgess dan Ronald Akers 
Mereka menggabungkan learning theory dari Bandura yang 
berdasarkan psikologi dengan teori Differential Asiciation dari 
Erwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian 
menghasilkan teori Differential Asociation Rein Forcemt. 
5) Teori-Teori Kriminologi Yang Menjelaskan Kejahatan dari 
Perspektif Sosiologis26 
Teori-teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam angka 
kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikategorikan dalam 
tiga teori umum yaitu : 
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a. Strain Theories 
Emile Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana 
berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka 
kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan 
merosot, di mana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan 
dalam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dengan harapan 
orang lain dengan tidak dapat di prediksi perilaku sistem tersebut secara 
bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomi. Durkheim 
mempercayai bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas satu. Karena 
alam tidak mengatur batas-batas yang ketat untuk kemampuan manusia. 
b. Culture deviance 
Teori ini juga disebut dengan teori-teori penyimpangan budaya. 
Ada tiga teori utama dalam teori ini : 
 Social Disorganization Theory 
Teori ini berfokus pada perkembangan diintegrasi nilai 
konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, 
peningkatan imigrasi, dan urbanisasi 
 Culture Conflick Theory 
Menegaskan bahwa kelompok-kelompok uyang berlainan 
belajar conduct norm yang berbeda dan bahwa banyak conduct 
norm dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan 
konvensional kelas menengah.  
 Differential Association Theory 
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Teori ini memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan 
kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap 
anti sosial serta pola tingkah laku kriminal. 
c. Social Control 
Teori kontrol sosial merupakan teori yang berusaha untuk 
mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini 
berusaha menjelaskan kenakalan para remaja. Adapun yang dimaksud 
deviasi primer adalah individu yang : 
 Melakukan deviasi secara priodik/kadang-kadang/jarang-jarang 
 Melakukan tanpa diorganisasi 
 Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar 
 Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai 
deviasi oleh yang berwajib. 
6) Teori-Teori dari Perspektif Lainnya27 
Teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternative 
penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan teori sebelumnya. 
Penjelasan altenatif ini secara tegas menolak model kosensus tentang 
kejahatan dalam semua teori sebelumnya. Menurut teori ini kalau 
perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan oleh hukum maka tidak 
seorang  pun yang melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai 
seorang penjahat. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan mengenai 
teori-teori : 
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 Labeling Theory 
Para ahli memendang kriminal bukan sebagai orang yang 
terlibat dalam perbuatan yang bersifat salah, tetapi mereka 
adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus 
jahat karena pemberian sistem peradilan pidana maupun 
masyarakat. 
 Conflick Theory 
Teori konflik ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang 
ada dan mencoba untuk meneliti mengenai proses pembuatan 
hukum dan penerapan hukum pidana. 
 
B. Kejahatan 
Kejahatan dapat dipahami dari beberapa sisi yang berbeda 
karena seperti yang kita lihat berbagai fenomena kejahatan yang terjadi. 
Oleh sebab itu dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar 
yang berbeda-beda tentang kejahatan. Sementara dalam keseharian tidak 
mudah untuk memahami apa sebenarnya kejahatan itu.   
1. Pengertian Kejahatan 
Kata dasar dari kejahatan adalah jahat yang artinya sangat tidak 
baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan pada kelakuan 
seseorang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan 
jahat. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 
hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Sampai sekarang belum 
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ada definisi kejahatan yang disepakati untuk itu diperlukan suatu 
kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat 
dan apa yang tidak jahat. 
Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja 
(doleus) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk 
menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau 
masyarakat.28Dalam buku A. S. Alam29 definisi kejahatan  dibagi ke dalam 
dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
di dalam masyarakat. 
Van Bammelen memberikan definisi kejahatan adalah 
perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang 
menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga 
masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan 
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dengaMuhadan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap 
perbuatan itu.30 
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah 
perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya 
pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan yang 
dilakukan oleh manusia. Sebenarnya pengertian kejahatan sampai 
sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan 
itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana, dan waktunya 
pengertian dikatakan.31 
Muhadar dalam bukunya32 meninjau kejahatan dari beberapa 
segi, yaitu : 
a. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; 
b. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; 
c. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; 
d. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; 
 
Kejahatan dari segi formal yuridis harus memenuhi unsur delik 
(kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang 
hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka itu 
dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan 
pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian 
kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar 
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hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diancam 
pidana oleh undang-undang.33 
Jika melihat pengertian kejahatan secara formal yuridis di atas 
maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa seseorang dikatakan 
penjahat apabila orang tersebut melanggar peraturan atau undang-
undang dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman. 
Contohnya, seseorang dapat dikatakan melakukan suatu pemalsuan 
apabila orang tersebut melanggar ketentuan Pasal 263. Dalam hal ini 
apabila orang tersebut belum dijatuhi hukuman maka orang tersebut 
belam dapat dikatakan sebagai penjahat. 
Tinjauan kejahatan secara sosiologis, yaitu kejahatan 
merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang 
menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di 
dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis 
sangat merugikan umum.34 
Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya 
peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-
pasal KUHP atau peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. Tinjauan 
secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada 
tempat dan waktu sesuai perasaan hukum  yang hidup dalam masyarakat. 
Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum atau luas 
maupun pengertian khusus. Kriminologi dalam pengertian umum meliputi 
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segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan 
untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan 
dan pembinaan terhada penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit 
meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang 
melakukan kejahatan.35 
Tinjauan kejahatan secara viktimologis, unsur-unsurnya tidak 
hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan 
kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang 
terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi korban dan segala 
aspeknya.36 
Selain dapat ditinjau dari ke empat segi di atas ternyata 
kejahatan juga dapat ditinjau dari segi psikologi. Dalam buku Chainur 
Arrasjid37 dikatakan bahwa secara psikologi kejahatan adalah manifestasi 
kejiwaaan yang teungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan 
dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. 
Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan 
tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat 
dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut 
dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:38 
a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang 
dilakukan oleh orang-orang :  
1) Yang menderita sakit jiwa,  
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2) Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan 
karena kondisi IQ-nya dan sebagainya. 
b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong 
menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh 
orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara 
professional. 
c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi 
individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan 
mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh 
orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi 
sosial yang dihadapinya. Jadi secara psikologi kejahatan 
adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat 
melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor 
kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.  
 
Selain pengertian kejahatan, penulis juga memberi sedikit 
penjelasan tentang pelaku kejahatan. Dalam buku Topo Santoso 39 
dijelaskan bahwa berdasarkan penelitianLambrossopelaku kejahatan 
diklasifikasikan dalam empat golongan: 
a. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme, yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh 
nenek moyang manusia.  
b. Insane Criminal yaitu orang-orang yang tergolong kedalam 
kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
c. Occasional Criminal atau Criminoloid yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya.  
d. Criminals of Passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.  
 
 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Dalam buku A.S. Alam40 dijelaskan bahwa unsur-unsur pokok 
untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh yang saling 
berkaitan dan harus terpenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 
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1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang. 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent=mens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
6. Harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di 
dalam KUHP atau undang-undang dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
 
Jika salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka perbuatan 
yang dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan 
jahat atau kejahatan. Karena ke tujuh unsur di atas saling berkaitan satu 
sama lain yang tidak dapat dipisahkan.  
Selain pendapat di atas B. Simandjuntak juga mengemukakan 
pendapatnya tentang unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat 
yaitu :41 
1. Harus ada sesuatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam 
ketentuan pidana; 
3. Harus terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat; 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; 
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di 
dalam undang-undang. 
 
 
3. Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di 
bagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal 
(diluar Hukum Pidana).42 Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada 
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sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih 
menitik beratkan pada sifat prefentif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan 
sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada 
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.  
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non 
penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka 
sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada 
masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau 
tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. 
Dalam buku A.S. Alam43 diterangkan bahwa penanggulangan 
kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : 
1) Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk 
melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi 
dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu ; 
Niat+Kesempatan terjadi kejahatan.  
Contoh : 
Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala 
maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu 
lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang 
berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti 
Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia, jadi dalam 
upaya pre-emitif faktor niattidak terjadi.  
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2) Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatanuntuk 
dilakukannya kejahatan. 
Contoh : 
Ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu 
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di 
tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi 
hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup.  
3) Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemmenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
 
C. Kejahatan Pemalsuan Surat  
1. Pengertian Pemalsuan Surat  
Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
diterangkan bahwa ada dua cara pemalsuan surat yaitu membuat surat 
palsu atau memalsukan surat. Dalam buku Adami Chazawi44 dijelaskan 
bahwa membuat surat palsu (Valschelijk Opmaaken) adalah membuat 
surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar 
atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Adami Chazawi45 lebih lanjut 
membagi membuat surat palsu  ke dalam 2 jenis, membuat surat palsu 
dapat berupa hal-hal berikut : 
1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat 
tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat 
surat palsu yang demikian disebut denganpemalsuan 
intelektual (intelectuele valsscbbeid). 
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2) Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari 
orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu 
yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil 
(materiele valscbbeid).palsunya surat atau tidak benarnya 
surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat. 
 
Sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen)surat menurut 
Adami Chazawi 46  adalah perbuatan mengubah dengan cara 
bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang 
berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi 
surat semula. Tidak penting apakah perubahan itu lalu isinya menjadi 
benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran atau tidak, bila 
perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, 
pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang 
selain si pembuat surat. 
Menurut Soenarto Soerodibroto 47 mengemukakan bahwa, 
barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan orang lain 
sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan 
tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan 
memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, 
belum ada surat,kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau 
seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat 
yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.  
Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya 
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tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. 
Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi 
terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si 
pembuat surat.  
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat  
Menurut Adami Chazawi 48 dalam Pasal 263 tersebut ada 2 
kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan 
pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur : 
a. Unsur-unsur obyektif:  
(1) Perbuatan:  
a) Membuat palsu;  
b) Memalsu;  
(2) Obyeknya yakni surat:  
a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;  
b) Yang menimbulkan suatu perikatan;  
c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;  
d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.  
b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.  
Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-
unsur sebagai berikut:  
a. Unsur-unsur obyektif;  
(1) Perbuatan memakai;  
(2) Obyeknya:  
a) surat palsu;  
b) surat yang dipalsukan  
(3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.  
Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja. 
 
Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui 
terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan 
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sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang 
berbeda. Contoh membuat surat palsu yakni seperti mencetak suatu 
formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada 
dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak 
palsu.  
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 
macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:  
1) Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP);  
2)  Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);  
3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik 
(Pasal 266 KUHP):  
4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);  
5) Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 
KUHP);  
6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 
274 KUHP); 
7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP);  
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa 
pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam 
Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut : 
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1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana 
penjara paling lama 6 bulan. 
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah 
asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.  
D. Sertifikat Tanah 
1. Pengertian Sertifikat Tanah 
Undang-undang tidak memberikan pengertian yang tegas 
mengenai sertifikat hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997, sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak 
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 
susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 
buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c 
UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
sebagai alat bukti yang kuat.   
Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
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sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. 
Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang 
secara otentik, ada juga pengertian serttifikat yang diberikan oleh para 
sarjana. Salah satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa 
sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid 
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya 
ditetapkan oleh Menteri.49 
2. Manfaat Sertifikat Tanah 
Sertifikat tanah mempunyai banyak manfaat di samping berguna 
bagi pemegang hak juga berguna bagi pemerintah.50 
1) Kegunaan bagi pemegang hak : 
a. Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat 
memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas 
tanah; 
b. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan 
mudah dilaksanakan; 
c. Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah 
relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat; 
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K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 1977) 
hlm. 64 
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 http://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/ 
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d. Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit; 
e. Penetapam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
tidak akan keliru. 
2) Kegunaan bagi pemerintah 
a. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan 
menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di 
bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib 
administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan 
yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia. 
b. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan 
salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang 
menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan 
tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya. 
 
E. Delik Stellionat 
Delik atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manuia 
melawan hukum dan menimbulkah akibat hukum. Apabila seseorang 
melakukan suatu tindak pidana karena kehendaknya dan karena 
merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan 
perseorangan , dan lebih lengkapnya tindakan tesebut dilakukan di suatu 
tempat, waktu dan keadaan tertentu. 
 
 
40 
 
1. Pengertian Delik Stellionat 
Khusus terhadap kejahatan atau delik Stellionat terdapat dalam 
Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi dari Pasal 38551 
yaitu:  
Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum : 
(1) Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual, menukar 
atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang 
telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau 
pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal 
diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyi hak di 
atasnya adalah orang lain; 
(2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan 
atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang 
belum bersertifikatyang telah dibebani creditverband atau 
sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan 
diatas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa 
memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain; 
(3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan 
creditverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum 
bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa 
tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan; 
(4) Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau 
menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat 
padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut 
mempunyai hak atas tanah tersebut. 
(5) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau 
menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat 
yang telah digadaikan, padahal tidak dibritahukannya kepada 
pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan 
(6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau 
menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat 
untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah 
disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.  
 
Istilah Stellionat itu sendiri tidak tercantum dalam rumusan pasal 
yang bersangkutan, dengan kata lain stellionat adalah nama yang 
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diberikan terhadap kejahatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 
385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. 
 Menurut catatan R. Soesilo52 terhadap pasal 385 itu adalah : 
Kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal ini biasa disebut 
kejahatan “Stellionat” yang berarti penggelapan hak atas 
barang-barang tidak bergerak (onroerende goederen). 
 
Yang dimaksud dengan barang-barang tidak bergerak diatas 
adalah tanah, sawah, gedung dan lain-lain. Sedangkan menurut pendapat 
Wirjono Prodjodikoro, 53  bahwa kejahatan stellionat ini berarti membuat 
suatu perjanjian tentang sebidang tanah dengan melanggar hukum. 
Apabila Pasal 385 ditelusuri lebih dalam ternyata perbuatan 
yang dilarang adalah meliputi perbuatan menjual, membebani dengan 
tanggungan, menggadaikan, dan objek yang dilarang untuk itu meliputi, 
hak memakai atas tanah, gedung, bangunan dan bibit tanaman di atas 
hak milik, sedangkan diketahuinya orang lain yang mempunyai hak atau 
peserta hak di atasnya. 
2. Unsur-Unsur Delik Stellionat 
Pasal 385 terdiri dari enam ayat yang semuanya sama-sama 
dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berikut 
merupakan unsur-unsur Pasal 38554: 
Ayat (1), Unsur objektif 
a. Perbuatan : 
 Menjual 
 Menukarkan 
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R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 266 
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 Membebani dengan Creditverband (lembaga jaminan 
tanah) 
b. Objek : 
 Hak atas tanah 
 Gedung diatas hak atas tanah 
 Bangunan diatas hak atas tanah 
 Penanaman atau pembenihan diatas hak atas tanah 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
c. Yang diketahui bhwa yang mempunyai atau yang turut 
mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. 
Ayat (2), Unsur Objektif 
a. Perbuatan : 
 Menjual 
 Menukarkan 
 Membebani dengan Creditverband (lembaga jaminan 
tanah) 
b. Objek : 
 Hak atas tanah yang dibebani creditverband 
 Suatu gedung  
 Suatu bangunan  
 Suatu Penanaman atau pembenihan yang telah dibebani 
creditverband 
c. Tanpa memberithu tentang adanya creditverband itu kepada 
orang lain 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
Ayat (3), Unsur Objektif 
a. Perbuatan : 
 Menggadaikan 
b. Objek : 
 Hak atas tanah yang dibebani creditverband 
c. Menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah 
tersebuttelah digadaikan. 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
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Ayat (4), Unsur Objektif 
a. Perbuatan : 
 Menggadaikan  
 Menyewakan  
b. Objek : 
 Hak atas tanah 
c. Yang telah digadaikan 
d. Tidak diberitahukan kepada orang lain bhwa tanah itu telah 
digadaikan. 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
c. Diketahuinya bahwa orang lain yang mempunyai atau turut 
mempunyai hak atas tanah itu. 
Ayat (5), Unsur Objektif 
a. Perbuatan : 
 Menjual 
 Menukarkan  
b. Objek : 
 Hak atas tanah 
c. Yang telah digadaikan 
d. Tidak diberitahukan kepada orang lain bhwa tanah itu telah 
digadaikan. 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
Ayat (6), Unsur Objektif 
a. Perbuatan : 
 Menjual 
 Menukarkan  
b. Objek : 
 Hak atas tanah dengan suatu massa 
Unsur Subjektif 
a. Maksud untuk menguntungkan  
 Diri sendiri 
 Orang lain 
b. Dengan melawan hukum 
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Berdasarkan unsur-unsur di atas, R. Soesilo 55  berpendapat 
bahwa supaya dapat dikenakan terhadap pasal ini maka terdakwa harus 
telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut : 
a. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah); 
b. Terdakwa telah menjual, menukar, atau membebani dengan 
creditverband hak pakai bumi putera atas tanah milik negara 
atau tanah milik partikulir, atau gedung, pekerjaan, tanaman 
atau taburan di atas hak pakai bumi putera; 
c. Terdakwa mengetahui bahwa yang berhak atau ikut berhak di 
situ adalah orang lain; 
d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa di 
situ ada creditverband-nya; 
e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah 
itu sudah digadaikan; 
f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang 
lain; 
g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang 
digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan 
tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan; 
h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama satu masa, 
sedang diketahuinya bahwa tanah itu sebelumnya telah 
disewakan kepada orang lain. 
Menurut penulis pemalsuan sangat berkaitan erat dengan 
adanya penipuan hak atas tanah. Pemalsuan sertifikat tanah merupakan 
akar dari kejahatan penipuan hak atas tanah. Jadi dengan terjadinya 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah akan menimbulkan kejahatan baru, 
salah satunya adalah yang terdapat dalam pasal 385 yang berisi tentang 
kejahatan stellionat atau biasa disebut penipuan hak atas tanah. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Tinjauan 
Kriminologi Terhadap Delik Pemalsuan Sertifikat Tanah di Kota 
Makassar”, maka penulis memilih lokasi penelitian di Makassar, tepatnya 
pada instansi-instansi yang relevan untuk memperoleh data dan 
melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh 
penulis yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan Badan 
Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan. 
Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan 
bahwainstansi tersebut sangat berkaitan erat dengan kasus-kasus yang 
terjadi sesuai dengan judul yang penulis angkat. Selain itu penulis juga 
dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai sehingga 
memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek 
penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primeradalah data yang dihimpun dari pihak terkait yang 
diperoleh langsung dari lapangan dalam mengadakan penelitian 
dengan wawancara.  
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2. Data Skunder adalah data yang diperoleh berdasarkan kajian 
pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang 
dimaksud sesuai dengan judul skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis akan melakukan penelitian dengan dua metode 
penelitian yaitu : 
1. Penelitian Kepustakaan (library research). Penelitian ini dilaksanakan 
dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti dengan menggunakan buku, karya ilmiah, jurnal, artikel 
dan semua literatur  yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (field research) merupakan penelitian yang 
langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dari instansi 
atau pihak terkait yang ada hubungannya dengan kasus yang diteliti. 
Dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan tiga metode 
pengumpulan data yaitu : 
1. Interview/Wawancara 
Yakni mengadakan wawancara langsung terhadap beberapa pihak, 
baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung 
dengan kejahatan ini, disamping juga data dari kepolisian, 
pengadilan negeri, badan pertanahan. 
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2. Dokumenter 
Yakni metode penelititan dengan menggunakan dokumen-dokumen 
penting atau arsip sebagai sumber datanya yang ada pada 
instansi-instansi terkait. 
3. Pengamatan 
Yakni pendekatan yang dilakukan penulis terhadap permasalahan 
untuk mengetahui sejauh mana kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah dilakukan di kalangan masyarakat kota Makassar. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik itu data primer 
maupun data skunder diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, 
selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan permasalahan sehingga dapat ditarik 
suatu kesimpulan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang diteliti 
yang berkaitan erat dengan penulisan ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan 
Pemalsuan Sertifikat Tanah 
Kejahatan pertanahan merupakan kejahatan yang sudah tidak 
asing lagi terdengar di tengah masyarakat, khususnya mengenai 
pemalsuan sertifikat tanah. Kejahatan pertanahan banyak terjadi di 
daerah-daerah pengembangan kota seperti di Makassar. Seiring dengan 
perkembangan zaman, kejahatan ini sudah semakin berkembang juga. 
Apalagi melihat potensi dari pertanahan yang dapat dikatakan bahwa 
harga tanah tidak pernah turun dan meningkat setiap tahunnya. Di mana 
kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat karena melihat potensinya 
yang cukup besar, contohnya tanah yang di atasnya dibuat perumahan.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka 
terdapat beberapa faktor-faktor terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah. Sebelumnya penulis akan menguraikan mengenai jumlah 
kejahatan pemalsuan surat secara umum yang terjadi di kota Makassar 
dalam kurun waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2011-2013, yang penulis 
dapatkan dari tiga wilayah hukum di kota Makassar yaitu Pengadilan 
Negeri Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, 
dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. 
49 
 
Adapun data mengenai jumlah kejahatan pemalsuan surat yang 
secara umum pada Pengadilan Negeri Makassar akan digambarkan pada 
tabel berikut ini : 
Tabel 1. 
Kasus Kejahatan Pemalsuan Surat yang Ditangani Pengadilan Negeri 
Makasar Tahun 2011-2013 
No. Tahun Gugatan Masuk Perkara Putus 
1. 2011 24 20 
2. 2012 14 10 
3. 2013 11 10 
JUMLAH 49 40 
Sumber data: Buku Register Perkara Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri 
Makassar, Desember 2014 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 
kejahatan pemalsuan surat secara umum yang terjadi di kota Makassar 
menurun setiap tahunnya pada pengadilan negeri. Data pemalsuan surat 
di atas terdiri dari beberapa jenis kejahatan seperti pemalsuan ijazah 
perguruan tinggi, pemalsuan nomor peserta ujian calon pegawai negeri 
sipil, dan lain-lain. Kejahatan yang berkaitan dengan pertanahan dituntut 
dengan Pasal 167, 263, 266, dan 358 KUHP pada umumnya.  
Ada beberapa kasus pemalsuan sertifikat tanah yang terjadi 
berdasarkan data di atas. Pada tahun 2012, dari 14 gugatan masuk ada 4 
kasus pemalsuan sertifikat tanah yang 1 diantaranya sudah putus namun 
belum ditulis oleh panitera, 2 kasus yang putus lepas, dan 1 kasus putus 
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penjara 6 bulan. Pada tahun 2013 dari 10 kasus pemalsuan surat, 1 
diantaranya merupakan kasus pemalsuan sertifikat tanah yang disidik di 
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu responden 
penulis yang kasusnya putus 1 tahun penjara. Tidak jarang kasus 
pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Makassar dialihkan 
menjadi kasus perdata karena memilki unsur keperdataan, hal ini diakui 
sendiri Bapak Imam Supriadi (Kamis, 15 Januari 2015) salah satu hakim di 
Pengadilan Negeri Makassar. 
Jumlah keseluruhan kasus pemalsuan sertifikat tanah yang 
terjadi di Pengadilan Negeri Makassar adalah 5 kasus, di mana 2 
diantaranya yang memiliki alamat lengkap, yaitu Jenny Laurens dengan 
No. Perkara 542/PID.B/2012/PN.MKS dan Edward Litoy dengan No. 
Perkara  1231/PID.B/2012/PN.MKS sudah penulis kunjungi kediamannya 
dan tidak berhasil bertemu. Untuk Jenny Laurens yang bertempat tinggal 
di Jl. Mesjid Raya No.89 ternyata dan sudah bercerai dengan suaminya 
Bapak Pendy dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya berdasarkan 
keterangan pegawai warung makan miliknya. Kemudian Edward Litoy 
alias Ridwan yang mempunyai dua alamat, yaitu di Jl. Sultan Alauddin II 
lr.2 yang merupakan kos-kosan dan di BTN Minasa Upa Blok G13 No. 21. 
Di alamat pertama Edward Litoy alias Ridwan sudah tidak ada dan 
menurut keterangan penghuni kos-kosan tidak pernah ada yang bernama 
Edward Litoy alias Ridwan. Kemudian di alamat kedua juga penulis tidak 
menemukan Edward Litoy alias Ridwan. Menurut keterangan pemilik 
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rumah dia sudah menempati rumah tersebut sejak tahun 2009, dan 
menurutnya memang sering datang penagih kredit yang mencari orang 
yang bernama Edward Litoy ataupun Ridwan. Jadi menurut penulis pelaku 
Edward Litoy alias Ridwan melakukan kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah hanya untuk mendapatkan keuntungan materi semata. 
Menurut hakim Imam Supriadi (Kamis, 15 Januari 2015) 
berdasarkan perkara yang pernah beliau hadapi di pengadilan ada tiga 
faktor terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Yang pertama 
adalah adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Jadi pelaku 
termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah itu mempunyai 
potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara 
untuk mendapatkannya termasuk dengan cara memalsukan sertifikat 
tanah tersebut.  
Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, 
biasanya seseorang mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa 
dahulu itu tanah dari nenekmu tetapi tidak jelas lokasi dari objek tanah itu. 
Jadi  dia termotifasi dan merasa berhak terhadap tanah tersebut sehingga 
membuat sertifikat tanah atas tanah yang dikehendakinya. Padahal di atas 
tanah tersebut sudah melekat sertifikat hak milik orang lain. Dari sinilah 
sering muncul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-
masing.   
Faktor yang ketiga untuk menguburkan hak milik orang lain 
terhadap tanah itu. Misalnya seseorang yang sudah lama tinggal di atas 
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tanah yang sudah bersertifikat lalu kemudian menjual tanah tersebut 
dengan mengatakan bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat. 
Tanah itu kemudian dibeli oleh orang lain dan membuat sertifikat tanah 
dengan menyertakan akta jual belinya, sehingga timbullah dua sertifikat 
hak milik atas tanah tersebut. Hal ini tentunya memberikan kerugian bagi 
pemilik asli sertifikat tanah tersebut.   
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri 
Makassar rata-rata kasus pemalsuan sertifikat tanah tidak pernah di 
hukum di atas 1 tahun. Padahal menurut AIPTU Mansur (Senin, 5 Januari 
2015) salah satu penyidik di Polrestabes Makassar kerugian yang 
ditimbulkan oleh kejahatan ini sangat besar, terutama bagi keluarga atau 
orang yang memperoleh turunan dari tanah tersebut, baik itu ahli waris 
maupun orang yang sudah memperoleh hak atas tanah tersebut melalui 
proses jual beli.  
Selain data dari Pengadilan Negeri Makassar penulis juga 
mengambil data dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) 
Makassar sebagai berikut : 
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Tabel 2. 
Kasus Kejahatan Pemalsuan Surat yang Terjadi Di Kota Makasar 
Tahun 2011-2013 
No. Tahun Laporan Masuk Kasus Selesai 
1. 2011 32 16 
2. 2012 19 7 
3. 2013 17 12 
JUMLAH 68 35 
Sumber data : Satreskrim Polrestabes Makassar, Desember 2014 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang 
pemalsuan surat ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar sudah berangsur-angsur menurun setiap 
tahunnya. Tetapi jika dihitung dan dirata-ratakan hampir 55% kasus 
pemalsuan surat tidak selesai. Di Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar penulis tidak mendapatkan data pemalsuan 
sertifikat tanah secara khusus, semua data direkap menjadi satu dalam 
pemalsuan surat secara umum.  
Bapak AIPTU Mansur (Senin, 5 Januari 2015) memberikan 
salah satu contoh kasus pemalsuan surat yang pernah ditangani. Salah 
satu kasusnya tanah yang sudah di warkah kemudian sertifikat tersebut 
muncul kembali tetapi nomor blankonya sudah diganti. Jadi misalnya pada 
tahun 1983 suatu tanah sudah di warkah dan terbagi-bagi menjadi tanah 
A, B, C, dan D, tentunya sertifikat yang sudah di warkah menjadi arsip dan 
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disimpan di Kantor Pertanahan (BPN) Makassar sebagai warkah hidup. 
Tetapi pada tahun 1992 tiba-tiba sertifikat yang sudah di warkah tadi 
muncul kembali dan dipersengketakan.  
Berdasarkan contoh kasus di atas bapak AIPTU Mansur 
menarik dua faktor terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Yang 
pertama bapak AIPTU Mansur menjelaskan bahwa orang sering tidak 
merasa puas dengan apa yang dia miliki, sehingga memotifasinya untuk 
membuat kejahatan. Jika dihubungkan dengan kejahatan pemalsuan 
sertifikat tanah, seseorang terkadang ingin memiliki tanah orang lain 
karena melihat potensi dari tanah tersebut. Jika gagal bernegosiasi untuk 
membeli maka ditempuh cara-cara yang tidak baik seperti memalsukan 
sertifikat tanah. 
Faktor yang kedua adalah keluarga yang dulunya tidak setuju 
atau tidak mengetahui penjualan tanah kemudian tiba-tiba muncul kembali 
dan menuntut tanahnya. Biasanya dilakukan dengan memalsukan 
sertifikat tanah atau pun memberikan keterangan palsu sehingga timbul 
suatu sertifikat tanah yang asli tetapi sebenarnya sertifikat tersebut palsu. 
Sertifikat tersebt yang nantinya digunakan untuk melakukan upaya hukum 
dengan tujuan mendapatkan tanah warisan miliknya. 
Selanjutnya penulis juga melakukan penelitian di Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan. Di bagian Subdit III Tanah dan Bangunan 
Ditreskrimum penulis mendapatkan data terkait kasus pertanahan. Data 
yang penulis dapatkan kemudian dijabarkan ke dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 3. 
Data Kuantitatif Penanganan Kasus Tanah Tahun 2011-2013 
No. Tahun Laporan Masuk Kasus Selesai 
1. 2011 305 153 
2. 2012 300 181 
3. 2013 155 127 
JUMLAH 760 461 
Sumber data : Subdit 3 (Tanah dan Bangunan) Ditreskrimum Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan, Januari 2015 
Berbeda dengan Polrestabes Makassar, data dari Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan mengacu pada kasus tanah pada umumnya 
baik itu penyerobotan, pemalsuan, atau penipuan hak. Jika dilihat juga 
jumlah kasus pertanahan yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi 
Selatan lebih banyak dibandingkan kasus yang ditangani oleh Kepolisian 
Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, hal ini dikarenakan wilayah 
hukum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan lebih luas. Dari data di 
atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pertanahan yang ditangni 
pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menurun setiap tahunnya 
dimana pada tahun 2013 kasus pertanahan menurun hingga 49 %.  
Penulis mengambil tiga kasus di Kepolisian Daerah Sulawesi 
Selatan, yang terdiri dari satu kasus mengenai keterangan palsu dan dua 
lainnya menenai pemalsuan surat. Penulis mandapatkan hasil wawancara 
melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka karena menurut 
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penyidik dalam kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah tidak pernah 
dilakukan penahanan atas kejahatan pertanahan. 
Kasus pertama seorang tersangka berinisial DW yang membuat 
sertifikat tanah berdasarkan keterangan palsu yang kemudian dituntut 
oleh TH yang merupakan pemilik asli dari Tanah Tersebut. DW mengaku 
bahwa tanah tersebut miliknya berdasarkan keterangan ayahnya yang 
sudah meninggal dunia bahwa dahulu neneknya IK mempunyai banyak 
warisan tanah di Makassar namun tidak diketahui lokasinya dimana. Lalu 
kemudian berdasarkan keterangan dari HB (almarhum) bahwa tanah 
warisan neneknya terletak di daerah ini dan ada calon pembeli tanah, 
kemudian HB yang mengurus segala administrasinya. DW menjual tanah 
tersebut berdasarkan surat rinci yang DW dapatkan dari HB. DW tidak 
pernah mengetahui lokasi tanah yang diperjual belikan tetapi DW tetap 
bersih keras bahwa tanah itu memang milik neneknya berdasarkan 
keterangan HB. Pada saat penjualan tanah dilakukan didepan camat dan 
lurah memang tidak dilakukan peninjauan lokasi menurut DW.  
Dari contoh kasus dapat ditarik faktor terjadinya kejahatan 
pemalsuan sertifiat tanah adalah dia merasa bahwa tanah tersebut 
miliknya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh hakim Imam Supriadi, 
S.H., M.H. bahwa salah satu faktornya sebagaimana yang telah 
disebutkan di atas. DW percaya bahwa tanah yang dia jual dan sudah 
berpindah tangan sebanyak dua kali adalah tanah yang merupakan 
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warisan neneknya yang tidak jelas lokasinya berdasarkan keterangan 
ayahnya dan HB serta surat rinci yang diberikan oleh HB. 
Kasus kedua yaitu tersangka berinisial AN yang membuat 
sertifikat tanah berdasarkan surat keterangan kewarisan MS. Menurut AN 
yang mendasari dia membuat surat keterangan kewarisan adalah karena 
pesan neneknya SK kepada ayahnya ST yang mengatakan bahwa 
“jangan lepas ini barang” (tanah) dan pesan tersebut diteruskan kepada 
dirinya. AN tidak membuat surat keterangan kewarisan berdasarkan surat 
kematian melainkan membuat surat keterangan kewarisan berdasarkan 
foto kuburan. Sementara menurut penyampaian mantan lurah pampang 
bahwa AN bukanlah ahli waris yang sah. Tersangka AN membuat surat 
keterangan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2007 dan 2008 karena 
ada perubahan tanggal kematian MS. 
Dari uraian kasus kedua di atas dapat ditarik suatu faktor yang 
sama dengan kasus pertama bahwa pelaku melakukan kejahatan tersebut 
karena dia merasa kalau tanah tersebut miliknya. AN merasa tanah itu 
miliknya sesuai dengan surat rinci dari ayahnya dan membuat surat 
keterangan kewarisan berdasarkan foto kuburan dari MS. Dari kedua 
kasus di atas, tersangka sama-sama tidak menyelesaikan pendidikan 
sampai selesai, dimana pendidikan terakhir DW adalah Sekolah 
Menengah Pertama dan tidak tamat dan AN berpendidikan terakhir 
Sekolah Dasar dan juga tidak tamat. 
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Hal ini sejalan dengan pendapat IPDA Anas (Selasa, 27 Januari 
2015) yang mengatakan bahwa rata-rata yang melatarbelakangi terjadinya 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah karena tersangka merasa memiliki 
hak atas tanah tersebut dengan berbagai kepentingan. Karena tanah 
mempunyai potensi untuk menjadi peluang bisnis serta harga tanah yang 
terus naik tiap tahun, apalagi jika tanah tersebut terletak di daerah 
pengembangan kota. 
Kasus ketiga dilakukan oleh tersangka yang berinisial TF yang 
merupakan pensiunan pegawai Kantor Pertanahan Makassar. Tersangka 
TF pada saat diwawancarai oleh penyidik mengaku menandatangani 
berita acara hasil pengukuran tanah yang disengketakan, yang mana 
menurut TF sendiri berita acara tersebut tidak teregister atau tidak sah 
karena tidak adanya nomor pada berita acara, serta tidak diketahui pula 
apakah benar-benar dilakukan pengukuran terhadap tanah yang 
disengketakan. Sertifikat hak milik yang terbit karena berita acara tersebut 
mulanya hanya seluas 12.931 m2 berubah menjadi 15.613 m2. 
Berdasarkan kasus tersebut tersangka TF secara sadar 
memberikan tanda tangan pada berita acara yang menurutnya sendiri 
berita acara tersebut tidak sah. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa 
tersangka melakukan hal tersebut karena adanya faktor kepentingan di 
dalamnya. Misalnya, tersangka akan diberikan komisi oleh orang yang 
memohon untuk dibuatkan sertifikat hak milik berdasarkan berita acara 
pengukuran tanah yang ditandatangani oleh TF. Berdasarkan kasus 
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tersangka TF tersebut penulis juga melihat adanya faktor lain yang 
menyebabkan seseorang melakukan pemalsuan sertifikat tanah, yaitu 
adanya kelemahan dari instansi terkait (dalam hal ini BPN) mengenai 
proses administrasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah. Hal ini 
terbukti dari banyaknya kasus sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha 
Negara yang menuntut instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut dalam 
hal ini BPN. 
Terkait dengan faktor penyebab seseorang melakukan 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. IPDA Anas (Selasa, 27 Januari 
2015) menambahkan bahwa hal tersebut biasanya karena kepentingan 
pribadi. Hal yang paling sering terjadi adalah terkadang seseorang sudah 
menjaminkan sertifikat tanahnya di rentenir untuk mendapatkan pinjaman, 
lalu untuk mendapatkan pinjaman uang lg membuat sertifikat tanah lagi 
dengan modus operandi yang digunakan membuat surat keterangan 
kehilangan sehingga terbit sertifikat pengganti yang dijaminkan lagi pada 
bank untuk mendapatkan pinjaman uang. Otomatis sertifikat yang 
dijaminkan pada rentenir itu gugur karena sudah terbit sertifikat pengganti. 
Hal inilah yang sering menimbulkan terjadinya sengketa tanah di mana 
kedua sertifikat asli tetapi salah satu sertifikat dibuat dengan keterangan 
palsu.  
Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh  bahwa 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah dilatarbelakangi oleh beberapa 
faktor, yaitu: 
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1) Adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut 
2) Merasa bahwa tanah itu miliknya 
3) Untuk menggugurkan hak orang lain terhadap tanah tersebut 
4) Ada kepentingan pribadi di dalamnya 
5) Tingkat pendidikan yang rendah 
6) Adanya kelemahan di BPN dalam hal proses administrasi. 
 
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak 
Hukum 
Tindak kejahatan ataupun kriminalitas akan selalu ada dalam 
kehidupan manusia, kejahatan akan ada dalam segala bentuk dan tingkat 
kehidupan masyarakat. Apalagi kejahatan sudah semakin kompleks 
dengan tingkah laku penjahat yang semakin bervariasi dan mengikuti 
perkembangan zaman. Hal ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, 
dimana informasi sudah bisa diakses dimana saja dan kapan saja tanpa 
batasan. 
Dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah di Makassar yang 
berhasil di laporkan hanya yang menggunakan sertifikat tanah tersebut 
tetapi yang memalsukan belum pernah ditemukan. Menurut salah satu 
penyidik di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar AIPTU 
Mansur tidak dapat dipungkiri bahwa ada sindikat-sindikat dalam kasus 
pemalsuan sertifikat tanah ini. Dalam hal sebagaimana yang terjadi di atas 
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berlaku bagi sertifikat-sertifikat yang bukan produk Kantor Pertanahan 
(BPN). 
Dalam hal mengungkap kasus pertanahan tentunya tidak 
semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan kasus 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah berbeda dengan kasus-kasus seperti 
pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain, dimana pada proses 
penyidikan kasus kejahatan pemalsuan sertifikat tanah tidak mengejar 
pengakuan, melainkan perlu adanya pembuktian. Menurut AIPTU Mansur 
(Senin, 5 Januari 2015) dalam mengungkap kasus kejahatan pemalsuan 
sertifikat tanah harus tertangkap tangan, karena susah untuk 
membuktikan terjadinya sertifikat palsu ketika sudah timbul sertifikat tanah 
yang palsu. Selain itu untuk melacak sindikatnya harus melakukan 
penyamaran, dimana penyidik harus benar-benar menggali asal muasal 
dari sertifikat palsu tersebut.  
Sebelum masuk dalam upaya penanggulangan kejahatan 
pemalsuan sertifikat tanah, terlebih dahulu penulis akan memaparkan dua 
jenis pemalsuan sertifikat tanah. Yang pertama yaitu sertifikat tanah yang 
bukan produk BPN seperti yang sudah dijelaskan diatas. Sertifikat yang 
bukan merupakan produk BPN biasanya berisi data-data yang seakan-
akan merupakan produk BPN baik itu tanda tangan maupun stempel 
tetapi dalam kenyataanya tanda tangan dan stempel tersebut palsu 
sehingga dapat dikatakan sertifikat tersebt palsu. 
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Menurut IPDA Anas (Selasa, 27 Januari 2015) salah satu 
penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, untuk membuktikan 
bahwa sertifikat tersebut palsu atau tidak, diperlukan minimal dua alat 
bukti yaitu keterangan ahli dan surat. Ketika ada laporan terjadinya 
pemalsuan sertifikat tanah, penyidik mula-mula menyurat ke Kantor 
Pertanahan (BPN) setempat. Hal ini dilakukan untuk meminta bantuan ahli 
dalam hal ini pejabat BPN untuk memeriksa surat tersebut mulai dari asli 
atau tidaknya (produk BPN atau bukan), isi sertifikat, stempel maupun 
tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Dengan adanya hasil 
pemeriksaan dari BPN yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut palsu, 
misalnya tanda tangan pejabat yang ada dalam sertifikat dikatakan palsu 
oleh BPN maka tercapailah satu alat bukti yaitu keterangan ahli.  
Selanjutnya hasil dari keterangan ahli tersebut diuji dengan 
menyurat ke laboratorium forensik. Apabila pejabat yang bersangkutan 
sudah meninggal dunia, maka terlebih dahulu diambil sampel tanda 
tangannya. Setelah laboratorim forensik melakukan pemeriksaan, 
selanjutnya keluarlah surat hasil pemeriksaan yang menjadi alat bukti 
kedua, dengan demikian terpenuhilah dua alat bukti yang diperlukan. 
Jenis pemalsuan surat yang kedua, yaitu memberikan 
keterangan palsu tentang tanah yang akan disertifikatkan sehingga terbit 
sertifikat tanah yang asli tapi palsu. Dalam hal inilah sering tejadi yang 
namanya sertifikat ganda yang tentunya salah satu diantaranya palsu. 
Biasanya ketika terjadi sertifikat ganda dilakukan upaya hukum di PTUN 
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dengan yang menjadi pihak keduanya yaitu BPN. Dalam kasus pidana 
ketika terjadi hal seperti ini maka penyidik tidak melakukan penyidikan 
terhadap sertifikat tersebut karena sertifikat itu merupakan produk negara 
atau dapat dikatakan sertifikat tersebut asli, untuk itu penyidikan dilakukan 
tehadap alas hak yang digunakan untuk membuat sertifikat tersebut. 
Ketika melakukan penelitian, penulis mendapatkan berbagai 
bentuk upaya penanggulangan baik itu oleh Kantor Pertanahan (BPN) 
Makassar, Polrestabes Makassar, maupun Kepolisian Daerah Sulawesi 
Selatan. Upaya penanggulangan yang diberikan oleh instansi-instansi di 
atas terdiri dari upaya preventif dan upaya represif.  
1. Upaya Preventif 
Ada berbagai macam upaya preventif yang dilakukan oleh 
instansi-instansi terkait terhadap kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. 
Yang pertama adalah sosialisasi baik yang dilakukan oleh kepolisian 
maupun BPN. Kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
melalui Binmas salah satu tim khusus dari kepolisian untuk melakukan 
sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah, fungsi dan manfaatnya. 
Sedangkan BPN melakukan sosialisasi dengan cara membuat website 
yang di dalamnya berisi proses yang harus dilakukan untuk membuat 
sertifikat tanah, namun masih belum terkelola dengan baik karena 
informasi di dalamnya masih kurang. 
Yang kedua adalah pihak kepolisian membentuk unit khusus 
untuk menangani kasus tanah, seperti di Polrestabes Makassar yang 
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membentuk Unit II Tahbang dan Ekonomi yang khusus menangani kasus-
kasus tanah di bidang pertanahan dan konomi, begitupula di Kepolisian 
Daerah Sulawesi Selatan yang membentuk Subdit III Tahbang yang juga 
mengurusi masalah-masalah pertanahan. Lain halnya dengan BPN 
Makassar yang pada awal tahun 2014 silam sudah membuat nomor seri 
sertifikat tanah menggunakan barcode sebagi bentuk pencegahan 
terhadap pemalsuan nomor blanko.  
2. Upaya Represif 
Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif  
sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah. Yang secara tegas dilakukan oleh kepolisian adalah dengan 
mengusut kasus yang terjadi sampai selesai. Untuk itu pihak kepolisian 
harus bekerja sama dengan berbagai instansi. Khusus dalam kasus 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah polisi harus bekerja sama dengan 
Kantor Pertanahan (BPN) Makassar yang paling utama, pejabat PPAT, 
pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar 
pelakunya dapat di hukum dan memberikan efek jera, tentunya hal 
tersebut juga akan menekan terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah. 
Menurut IPDA Anas (Selasa, 27 Januari 2015) ada beberapa 
kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah. Yang pertama dalam mengungkap kejahatan pemalsuan sertifikat 
tanah harus berhubungan dengan instansi-instansi lain. Jadi memerlukan 
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waktu yang agak lama karena proses persuratannya juga memakan 
waktu.  
Selain itu menurut AKP Prabowo (Selasa, 27 Januari 2015) juga 
merupakan salah satu penyidik di Subdit III Tahbang Kepolisian Daerah 
Sulawesi Selatan mengatakan bahwa karena proses penyidikan kejahatan 
pemalsuan sertifikat tanah yang cukup panjang jadi penyidik tidak pernah 
melakukan penahanan terhadap kasus pertanahan. Dimana masa 
penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut undang-undang hanya 
maksimal 60 hari, sementara untuk kasus tanah rata-rata memerlukan 
waktu sampai 4 bulan ke atas. Jadi menurut AKP Prabowo jika ada kasus 
kejahatan pemalsuan sertifikat tanah yang bias melalui proses penyidikan 
4 bulan maka itu sudah sangat cepat, mengingat kendala di lapangan 
yang sangat banyak dimana penyidik harus menggali riwayat tanah yang 
dipalsukan sertifikat hak miliknya.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, Penulis 
menyimpulkan bahwa: 
1.  Berkaitan dengan kejahatan pemalsuan sertifikat tanah di kota 
Makassar, seseorang melakukan kejahatan pemalsuan sertifikat tanah 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) Adanya keinginan untuk 
memiliki tanah tersebut; 2) Merasa bahwa tanah itu miliknya; 3) Untuk 
menggugurkan hak orang lain terhadap tanah tesebut; 4) Ada 
kepentingan pribadi di dalamnya; 5) Tingkat pendidikan yang rendah; 
6) Adanya kelemahan di BPN dalam hal proses administrasi. 
2.  Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kejahatan pemalsuan 
sertifikat tanah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu: 
1) Sosalisasi tentang tanah yang dilakukan baik itu oleh kepolisisan 
melalui Binmas maupun yang dilakukan oleh BPN 
2) Pihak kepolisian membentk unit khusus uuntuuk menangani kasus-
kasus pertanahan 
3) BPN menggunakan barcode pada nomor seri sertifikat tanahsejak 
tahun 2014 
4) Pihak kepolisian akan mengusut kasus yang terjadi sampai selesai 
sehingga pelaku dapat dihukum. 
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B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran 
yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat hendaknya teliti sebelum membeli tanah dengan 
melihat sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan mengecek 
kelegalan sertifikat hak milik tersebut di Kantor Pertanahan (BPN) 
Makassar, agar di kemudian hari terhindar dari permasalahan 
sengketa tanah.  
2. Pihak kepolisian kiranya meningkatkan upaya preventif sebagai bentuk 
pencegahan terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. 
3. Pihak BPN kiranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang 
pentingnya pendaftaran tanah, di daerah-daerah pelosok misalnya. 
Dan menghimbau bagi masarakat yang belum mendaftarkan tanahnya 
khususnya di daerah pengembangan kota agar segera mendaftarkan 
tanahnya di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk upaya 
pencegahan terjadinya kejahatan pemalsuan sertifikat tanah. Kantor 
Pertanahan (BPN) Makassar juga harus lebih teliti dalam pemeriksaan 
berkas pemohon agar tidak terjadi pemalsuan sertifikat tanah.   
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